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STRATEGI IMPLEMENTASI & PETA ALUR 

A. Strategi Implementasi Nasional

Strategi implementasi Sistem Informasi Nasional didasarkan atas Kerangka Konseptual SISFONAS dan Cetak Biru SISFONAS. Strategi Implementasi Nasional yang harus dilakukan adalah:

1. Pengumpulan Data & Identifikasi Sistem Informasi 

Pengumpulan data (Data Gathering) serta Identifikasi sistem informasi secara nasional dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan informasi kondisi existing sistem informasi yang ada saat ini, baik berupa manual maupun on-line system. Identifikasi juga dimaksudkan untuk mengetahui Jenis infrastruktur yang digunakan, type dan jenis sistem informasi yang  digunakan serta informasi-informasi lainnya yang digunakan untuk perencanaan sistem informasi nasional.

2. Analisis Data

Setelah data dan informasi terkumpul maka dilakukan analisis data yang meliputi data teknis dan non teknis. Data-data teknis selanjutnya akan digunakan untuk requirement perencanaan teknis Sisfonas, sedangkan data-data non teknis akan digunakan untuk perencanaan proses bisnis dan juga untuk mendukung pembuatan kebijakan Sisfonas.

3. Penyiapan Infrastruktur SISFONAS

Penyiapan infrastruktur nasional akan dilakukan secara bertahap dimulai dari penyiapan infrastrukur di tingkat Pusat yang terdiri dari penyiapan intranet, ekstranet dan internet, serta perangkat pendukung lainnya. Sejalan dengan itu juga dilakukan penyiapan infrastruktur propinsi dan daerah, yang kesemuanya mengacu lepada Kerangka Konseptual Sisfonas dan cetak biru masing-masing instansi atau lembaga, seperti terlihat pada Ilustrasi berikut ini.

Ilustrasi 4.1

Strategi Implementasi Nasional
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4. Penyiapan Infostruktur SISFONAS

Penyiapan infostruktur Sisfonas yang merupakan konten aplikasi Sisfonas terdiri dari 3 layanan antara lain :

a. Layanan untuk Pemerintah

b. Layanan untuk Masyarakat

c. Layanan untuk Swasta/ Bisnis

Strategi awal implementasi Sisfonas adalah untuk implementasi infostruktur layanan kepemerintahan, kemudian dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat dan swasta.  

5. Penyiapan Sumber Daya Manusia

Penyiapan sumber daya manusia sebagai unsur utama dari komponen Sisfonas perlu dilakukan sejak awal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan sumber daya existing terhadap penggunaan perangkat informasi dan teknologi. Selain itu pula perlu dibentuk organisasi yang memiliki kewenangan di tingkat Nasional, Propinsi maupun Daerah untuk menjalankan, memonitor dan mengawasi serta mengevaluasi Sistem Informasi Nasional.

6. Sosialisasi Sisfonas

Strategi selanjutnya adalah melakukan sosialisasi Sisfonas baik di internal pemerintah, instansi atau lembaga maupun lepada masyarakat dan swasta. Dalam melakukan sosialisasi diharapkan melibatkan peran serta akademisi, masyarakat.

7. Evaluasi Implementasi Sisfonas

Tahapan terakhir dari strategi implementasi adalah melakukan evaluasi terhadap perkembangan Sisfonas, apakah sesuai dengan kerangka konseptual dan blue print yang telah dibuat. Evaluasi ini penting agar arah dan perkembangan Sisfonas sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan.

B. Strategi Implementasi Pemerintah Pusat

Strategi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Pusat didasarkan atas Kerangka Konseptual SISFONAS dan Cetak Biru Pemerintah Pusat. Strategi Implementasi Pemerintah Pusat yang harus dilakukan adalah:

1. Pengumpulan Data & Identifikasi Sistem Informasi 

Pengumpulan data dan identifikasi sistem informasi existing yang ada di Pemerintahan Pusat dimaksudkan untuk mengetahui macam dan jenis sistem informasi yang ada. Hal ini Sangat penting karena akan dilakukan analisis data dan informasi antara satu instansi atau lembaga dengan instansi atau lembaga lainnya. Identifikasi ini nantinya akan digunakan untuk perencanaan integrasi dan komunikasi antara informasi yang dihasilkan dari statu instansi/ lembaga dengan instansi/ lembaga lainnya.

2. Analisis Data 

Setelah data dan informasi terkumpul maka dilakukan analisis data yang meliputi data teknis dan non teknis. Data-data teknis selanjutnya akan digunakan untuk requirement perencanaan teknis sistem informasi pemerintah Pusat seperti konfigurasi teknis, requirement hardware dan software, protokol aplikasi dan interfacingnya,dan lain-lain. Data non teknis akan digunakan untuk mendukung kebijakan operasional sistem informasi di lingkungan pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat akan menerima semua informasi yang datangnya dari Propinsi serta kabupaten, untuk itulah perlu adanya suatu konsep pengumpulan data dan informasi secara elektronik (electronic data gathering / EDGAR). Ilustrasi dibawah ini menunjukan bagaimana data dan informasi dikumpulkan.

Ilustrasi 4.2

Diagram Electronic Data Gathering
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3. Penyiapan Infrastruktur di Pemerintah Pusat

Penyiapan infrastruktur di Pemerintah Pusat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan skala prioritas dengan  mengacu kepada Kerangka Konseptual Sisfonas dan Blue Print Pemerintah Pusat. Penyiapan infrastruktur awal di Pemerintah Pusat adalah dengan membangun jaringan intranet disetiap instansi atau lembaga, kemudian jaringan ekstranet yang dapat berinteraksi antar instansi atau lembaga dan selanjutnya dapat terintegrasi dengan jaringan Sisfonas. Selain itu pula perlu disiapkan perangkat pendukungnya seperti hardware dan software aplikasi untuk Sisfonas.

4. Penyiapan Infostruktur di Pemerintah Pusat

Penyiapan infostruktur di Pemerintah Pusat yang merupakan konten aplikasi yang mendukung aplikasi di Sisfonas terdiri dari layanan yang memungkinkan interaksi dan kolaborasi inter dan antar instansi atau lembaga. Adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dan juga sebagai informasi dan laporan pemerintah kepada masyarakat, selain itu juga merupakan kontrol masyarakat terhadap jalannya kepemerintahan.

Strategi awal implementasi Sisfonas adalah untuk implementasi infostruktur layanan kepemerintahan, kemudian dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat dan swasta.  

5. Penyiapan Sumber Daya Manusia

Penyiapan sumber daya manusia di pemerintah pusat perlu dilakukan termasuk penyiapan organisasi yang akan menangani Sisfonas di setiap instansi dan lembaga. Penyiapan SDM tersebut dapat dilakukan melalui training, seminar dan peningkatan jenjang pendidikan atau juga dapat merekrut tenaga muda yang sesuai dengan kompetensinya.

6. Melakukan Manajemen Perubahan (Change Management)

Strategi untuk melakukan manajemen perubahan merupakan strategi yang sangat penting dalam mengimplementasikan Sisfonas di pemerintah Pusat. Kebijakan top-down dan leadership dari pimpinan merupakan komponen penting untuk melakukan perubahan manajemen. Manajemen perubahan ini digunakan untuk melakukan set-up organisasi internal di suatu instansi atau lembaga  guna mendukung Sisfonas, serta tetap mengacu kepada Kerangka Konseptual dan Cetak biru Sisfonas. 

7. Sosialisasi Sisfonas di Pemerintah Pusat

Strategi selanjutnya adalah melakukan sosialisasi Sisfonas baik di internal pemerintah, instansi atau lembaga maupun kepada masyarakat dan swasta. Sosialisasi dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan level autorisasinya, sehingga dapat membantu proses pembelajaran dan dapat meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia.  

8. Evaluasi Implementasi Sisfonas di Pemerintah Pusat

Tahapan terakhir dari strategi implementasi adalah melakukan evaluasi terhadap perkembangan Sisfonas di pemerintah Pusat, apakah sesuai dengan kerangka konseptual dan blue print yang telah dibuat. Evaluasi ini penting agar arah dan perkembangan Sisfonas yang dibuat dapat terintegrasi dengan Sisfonas di tingkat propinsi dan kabupaten.

C. Strategi Implementasi Pemerintah Propinsi

Strategi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Propinsi didasarkan atas Kerangka Konseptual SISFONAS dan Cetak Biru Pemerintah Propinsi. Strategi Implementasi Pemerintah Propoinsi yang harus dilakukan adalah:

1. Pengumpulan Data & Analisa Data

Pengumpulan data dan identifikasi sistem informasi existing yang ada di Pemerintahan Propinsi dimaksudkan untuk mengetahui potensi informasi apa saja yang telah dimiliki oleh kota atau kabupaten yang berada di propinsi tersebut. Sistem informasi apa yang telah dimiliki dan  akses apa yang telah digunakan untuk mengirim serta mendapatkan informasi

Setelah data dan informasi terkumpul maka dilakukan analisis data yang meliputi data teknis dan non teknis. Data-data teknis selanjutnya akan digunakan untuk requirement perencanaan teknis sistem informasi pemerintah Propinsi seperti konfigurasi teknis, requirement hardware dan software, protokol aplikasi dan interfacingnya,dan lain-lain. Data non teknis akan digunakan untuk mendukung kebijakan operasional sistem informasi di lingkungan pemerintah Propinsi.

2. Penyiapan Infrastruktur di Pemerintah Propinsi

Penyiapan infrastruktur di Pemerintah Propinsi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan skala prioritas dengan  mengacu kepada Kerangka Konseptual Sisfonas dan Blue Print Pemerintah Propoinsi. Penyiapan infrastruktur awal di Pemerintah Propinsi adalah dengan membangun jaringan dengan menggunakan virtual private network yang terhubung dari Pemerintah Propinsi ke Kota atau Kabupaten. Selain itu pula perlu disiapkan perangkat pendukungnya seperti hardware dan software aplikasi untuk Sisfonas.

3. Penyiapan Infostruktur di Pemerintah Propinsi.

Penyiapan infostruktur di Pemerintah Propinsi yang merupakan konten aplikasi yang mendukung aplikasi di Sisfonas terdiri dari layanan yang memungkinkan interaksi dan kolaborasi inter dan antar kota/kabupaten serta dapat terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Pusat. Adanya informasi yang mengenai potensi sumberdaya alam dan daerah serta informasi lainnya yang digunakan untuk mendukung Sisfonas harus selalu di update agar data dan informasi yang disajikan adalah data yang terbaru.

Strategi awal implementasi Sisfonas adalah untuk implementasi infostruktur layanan kepemerintahan di tingkat propinsi, kemudian dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat dan swasta.  

4. Penyiapan Sumber Daya Manusia

Penyiapan sumber daya manusia di pemerintah propinsi perlu dilakukan termasuk penyiapan organisasi yang akan menangani Sisfonas di setiap instansi dan lembaga. Penyiapan SDM tersebut dapat dilakukan melalui training, seminar dan peningkatan jenjang pendidikan atau juga dapat merekrut tenaga muda yang sesuai dengan kompetensinya.

5. Melakukan Manajemen Perubahan (Change Management)

Strategi untuk melakukan manajemen perubahan merupakan strategi yang sangat penting dalam mengimplementasikan Sisfonas di pemerintah Propinsi. Kebijakan top-down dan leadership dari Gubernur merupakan komponen penting untuk melakukan perubahan manajemen. Manajemen perubahan ini digunakan untuk melakukan set-up organisasi internal di suatu propinsi , kota atau kabupaten  guna mendukung Sisfonas, serta tetap mengacu kepada Kerangka Konseptual dan Cetak biru Propinsi. 

6. Sosialisasi Sisfonas di Pemerintah Propinsi

Strategi selanjutnya adalah melakukan sosialisasi Sisfonas baik di internal di lingkungan tingkat wilayah, kota dan kabupaten. Karena sumber informasi yang akan dikirim diambil dari Pemerintah Kabupaten, maka sosialisasi di tingkat ini perlu dilakukan secara intensif. Sehingga peranan Pemerintah Propinsi merupakan colector  data dan informasi untuk daerahnya masng-masing.

7. Evaluasi Implementasi Sisfonas di Pemerintah Pusat

Tahapan terakhir dari strategi implementasi adalah melakukan evaluasi terhadap perkembangan Sisfonas di pemerintah Propinsi, apakah sesuai dengan kerangka konseptual dan blue print yang telah dibuat. Evaluasi ini penting agar arah dan perkembangan Sisfonas yang dibuat dapat terintegrasi dengan Sisfonas di tingkat Pusat  maupun kabupaten.

D. Strategi Implementasi Pemerintah Kabupaten/Kota

Strategi implementasi Pemerintah Kabupaten/ Kota pada dasarnya akan mengikuti strategi Pemerintah Propinsi, namun yang perlu diperhatikan adalah peranan pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai penginput data primer di setiap propinsi. Data-data tersebut harus diperbaharui sehingga data atau informasi yang dikirim ke pemerintah propinsi dan pusat adalah merupakan data yang up to date.

E. Peta Alur Pentahapan Pengembangan

Peta alur pentahapan pengembangan akan menggambarkan mengenai sistematika pengembangan sisfonas mulai dari kerangka konseptual hingga dituangkan secara lebih teknis dalam cetak biru dan pada akhirnya akan dijabarkan secara lebih rinci pada solusi pentahapan dan implementasi. Penggambaran secara visual atas peta alur pengembangan dapat disajikan dalam ilustrasi sebagaimana dijelaskan berikut ini :

Ilustrasi 4.3

Peta alur pengembangan 
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peta alur pengembangan sebagaimana penjelasan diatas memberikan gambaran mengenai pentahapan pengembangan sistem secara menyeluruh. Pengambaran secara alur sistematika implementasi juga dapat digambarkan sebagaimana dijelaskan dalam ilustrasi sebagai berikut :

Ilustrasi 4.4

Peta Alur Pengembangan
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Perbedaan yang terdapat pada ilustrasi 1 dan 2 ialah bahwa ilustrasi 1 menggambarkan peta alur secara horisontal dalam konteks dampak yang ditimbulkan oleh pengembangan sisfonas. Sedangkan pada ilustrasi 2 digambarkan alur sistematikan pengembangan secara vertical mulai dari arah pengembangan kerangka konseptual hingga implementasi.

Khusus mengenai Unified Modelling Management sebagai landasan pengembangan Sisfonas yang menjadi dasar integrasi sistem informasi bagi seluruh aktivitas pemerintahan menjadi hal yang sangat penting. UMM berasal dari pemahaman proses bisnis yang dituangkan sebagai suatu unified modelling language yang bersifat nasional sehingga akan dapat di monitor seluruh pergerakan aktivitas antar lembaga pemerintahan. Pengelolaan UMM akan dilakukan oleh instansi pusat yang berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh sumberdaya informasi pemerintahan di Indonesia.
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